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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Keberadaan Program Padat Karya Tunai (Program PKT) yang 

diselenggarakan  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 

177/KPTS/M/2021 apabila ditinjau dari prinsip-prinsip program 

padat karya, maka dapat diketahui bahwa unsur Program PKT 

telah sesuai dengan prinsip program padat karya. Adapun unsur-

unsur yang telah sesuai adalah: 

a. adanya jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dan 

penggunaan teknologi industri yang relatif sedikit, 

b. menampung tenaga kerja penganggur dan setengah 

penganggur sebanyak-banyaknya, serta menggunakan modal 

yang relatif sedikit, dan 

c. terdapat partisipasi masyarakat dengan berbagai tingkat 

pendidikan yang belum merata. 

Selain itu, unsur Program PKT juga sudah sesuai dengan unsur 

sistem padat karya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Adapun unsur-unsur yang telah sesuai yaitu: 

a. suatu perangkat atau kegiatan,  

b. secara teratur lebih banyak menggunakan tenaga manusia, dan  

c. penggunaan modal atau mesin lebih sedikit.  

Dari hasil penelitian ditemukan pula bahwa sistem program 

padat karya yang digunakan pada Program PKT merupakan 

sistem program padat karya gotong royong, di mana terdapat 

tenaga kerja yang dengan sukarela membantu pelaksanaan 
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pekerjaan, serta mendapatkan sekedar balas jasa dalam hal ini 

berupa penghasilan tambahan yang sekaligus berfungsi sebagai 

uang perangsang. 

2. Keberadaan Program Padat Karya Tunai (Program PKT) yang 

diselenggarakan  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 

177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk program 

pemberdayaan sosial yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Program 

tersebut berupa pemberian stimulan dengan maksud 

meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan 

sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan Program 

PKT. Hal ini dikarenakan unsur Program  PKT dalam Surat 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan 

unsur bentuk pemberdayaan sosial pemberian stimulan yaitu 

adanya pemberian perangsang. Dalam hal ini berupa pemberian 

penghasilan tambahan agar masyarakat di kawasan kumuh yang 

berpenghasilan rendah dan terdampak COVID-19 bersedia untuk 

mengikuti Program PKT. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diajukan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat bahwa dalam menetapkan Surat Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

untuk menyelenggarakan Program PKT seharusnya perlu 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial. 

2. Disarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk memperbaiki ketentuan di dalam Surat Keputusan 
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021 diktum keempat angka 1 

huruf b, dimana Program PKT tidak hanya dilakukan dalam 

bentuk pemberian penghasilan tambahan, tetapi juga dalam 

bentuk pemberdayaan sosial lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial. 

3. Disarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat bahwa dalam menyelenggarakan Program 

PKT sebagai bentuk pemberdayaan sosial bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang terdapat di kawasan kumuh 

seharusnya tidak hanya mempunyai maksud untuk meningkatkan 

peran serta masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

4. Disarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat bahwa seharusnya dalam menyelenggarakan 

Program PKT tidak hanya dalam bentuk pemberian stimulan saja, 

tetapi juga terdapat beberapa bentuk pemberdayaan sosial lainnya 

seperti adanya diagnosis dan pemberian motivasi, pendampingan, 

dan pelatihan keterampilan. 

5. Disarankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di 

kawasan kumuh dan terdampak COVID-19 agar dapat mengikuti 

Program PKT tidak hanya sekedar untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan, tetapi juga untuk meningkatkan 

kompetensi diri masing-masing. 
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